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Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Pengolahan 

perpajakan sendiri merupakan suatu cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tax planning  

atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan  dalam upaya meningkatkan efisiensi 

pembayaran beban Pajak Penhasilan sesuai undang-undang perpajakan  pada            

PT. Alam Hijau Konsultan. Perencanaan pajak (Tax Planning) merupakan salah 

satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk menghemat beban pajak 

penghasilan badan terutang dengan melanggar peraturan perpajakan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberikan 

gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-

fakta yang ada dengan cara mengumpulan, mengolah dan menganalisis berbagai 

macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa PT. Alam Hijau Konsultan belum melakukan Perencanaan 

Pajak secara optimal, jika perusahaan sudah menerapkan perencaaan dengan pajak 

dengan baik dan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan cermat maka akan 

menghasilan penghematan pajak yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari 

perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan pihak pajak 

dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi 

fiskal. 

 

 

Kata Kunci : Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan
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Tax planning is the initial step in tax management. Tax management itself is a 

method to properly fulfill tax obligations. This research aims to analyze the 

implementation of tax planning for Corporate Income Tax (CIT) in an effort to 

improve the efficiency of Corporate Income Tax payments in accordance with tax 

regulations at PT. Alam Hijau Konsultan. Tax planning is one of the methods that 

companies can use to reduce their corporate income tax burden without violating 

tax regulations. 

 

His research uses a qualitative descriptive approach, which provides an actual 

overview of the condition of the object being studied based on existing facts by 

collecting, processing, and analyzing various types of data to draw conclusions. 

The results of this study show that PT. Alam Hijau Konsultan has not yet 

implemented tax planning optimally. If the company applies proper tax planning 

and carefully conducts fiscal reconciliation, it can result in significant tax savings. 

This is evident from the difference in the amount of Taxable Income reported by 

the company and by the tax authorities, where fiscal corrections reveal several 

expenses subject to fiscal adjustments. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

         Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah 

pusat atau negara dan dikenakan kepada orang atau badan usaha berdasarkan 

pendapatan tahunan mereka, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 (2008). Karena itu, sebagai pajak langsung, pajak penghasilan harus dibayar 

oleh individu yang bersangkutan dan tidak dapat dikurangkan dari harga jual atau 

dimasukkan ke dalam pajak lainnya. Perencanaan pajak adalah cara bagi bisnis 

untuk mengurangi kewajiban pajaknya karena biaya pajak yang harus dibayarkan 

mengurangi keuntungan wajib pajak (Salsabila Indranifia, 2023). Tujuan utama 

suatu perusahaan adalah untuk memberikan keuntungan yang paling besar kepada 

para pemegang saham yang telah mempercayakan modal mereka kepada 

perusahaan untuk mengelola (Dewantari et al., 2020). Keuntungan ini hanya dapat 

diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan 

pusat.setiap bisnis diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Untuk mengatur jumlah pajak yang 

harus dibayar, wajib pajak, baik individu maupun organisasi, sudah menjadi 

rahasia umum. Mereka menganggap pajak sebagai biaya, sehingga diperlukan 

rencana untuk menguranginya.  

  Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa wajib pajak, baik individu 

maupun organisasi, melakukan upaya untuk menentukan jumlah pajak yang harus 

dibayar. Bagi mereka melihat pajak sebagai biaya, sehingga mereka harus 



2 
 

 
 

melakukan upaya atau pendekatan tertentu untuk Perencanaan pajak mencakup 

usaha atau strategi yang dilakukan (Mangoting, 1999). Dengan pengelolaan pajak 

ini, diharapkan untuk mencapai tujuan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak 

terhutang, memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan tepat waktu, dan 

mengumpulkan data terbaru untuk memastikan peraturan pajak tetap relevan 

(Kalsum et al., 2024).  

  Perencanaan pajak (tax planning) pada umumnya mengacu kepada proses 

merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam 

jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Silitonga, 

2013). Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai 

perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat 

waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. 

Perencanaan pajak, sebagaimana didefinisikan oleh (Salsabila Indranifia, 2023) 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak untuk mengurangi 

total kewajiban pajak wajib pajak, yang mencakup pajak penghasilan dan pajak 

lainnya. Perencanaan pajak tidak bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; 

sebaliknya, mereka bertujuan untuk memanfaatkan peluang terkait pajak yang 

menguntungkan individu dan tidak merugikan pemerintah (Dewi, 2023). Dengan 

menggunakan perencanaan pajak, wajib pajak dapat mengurangi kewajiban 

mereka terhadap Pajak Penghasilan (PPh), antara lain, dengan meningkatkan 

biaya yang dapat dikurangkan dan mengurangi biaya yang tidak dapat 

dikurangkan, dan dengan memilih metode akuntansi yang tepat (PRASETYO, 

2020).  



3 
 

 
 

 Perencanaan pajak memungkinkan untuk merencanakan pembayaran 

kewajiban pajak sehingga tidak ada kelebihan pajak. Perencanaan pajak (tax 

planning) adalah langkah pertama dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu 

sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sambil 

mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan untuk mendapatkan keuntungan dan 

likuiditas yang diharapkan (Januri, 2018). Selanjutnya adalah pelaksanaan 

kewajiban pajak dan pengendalian pajak. Perencanaan pajak, juga dikenal sebagai 

"perencanaan pajak", biasanya mengacu pada proses mengubah usaha dan 

transaksi Wajib Pajak agar utang pajak mereka tetap terbatas tetapi tetap dalam 

batas-batas peraturan pajak (Bangswan, 2018).. Dengan  menggunakan 

perencanaan (tax planning), untuk mengefesiensikan pajak yang dibayar dengan 

cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku (Nurzannah, 2016). Penerapan tax planning ini dapat dilakukan 

dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 

tahun 2008 dengan memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak penghasilan (M. Shaffan Awwalullah et al., 2022). 

  Dalam sistem self assessment ini, PT. Alam Hijau Konsultan menghitung, 

meyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak  yang  terutang menurut 

undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. 

Pajak yang diperoleh atas kegiatan usaha badan dan dikenakan pajak penghasilan 

badan. Adapun perhitungan dan pelaporan untuk mengetahui jumlah pajak badan 

serta pelaporannya yang terutang diatur dalam ketentuan pajak penghasilan 25 

(Gaghana & Gamaliel, 2021). Dalam ketentuan pajak penghasilan yang harus 

dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap tahun dalam tahun pajak berjalan, 
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besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui 

dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan (Marini, 2019).  

Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor 

pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib 

Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini 

memungkinkan wajib pajak yaitu PT. Alam Hijau Konsultan, untuk melakukan 

perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu 

bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan. Penerapan tax planning cukup 

menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi yang seperti ini, dapat 

memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat 

mengurangi biaya pajak terutang.  

Pada masa sekarang ini pajak penghasilan pasal 25 sangat berperan 

penting untuk menyelenggarakan pembangunan,oleh karena itu pemerintah 

bersikap tegas dan keras dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa 

terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak 

(Evriansyah, 2023). Akan tetapi dengan adanya self assessment system, ini 

membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan 

untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilan pasal 25. 

Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan 

melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 25 maka setiap perusahaan bukan 

tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak. Agar 

sistem pembayaran pajak berjalan sesuai dengan aturan undang – undang, maka 

perusahaan perlu membuat laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai peraturan 

perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Ketentuan 
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perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan 

terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. 

PT. Alam Hijau Konsultan memerlukan perencanaan pajak untuk 

mengefisiensikan jumlah pajak yng dibayar tanpa melanggar Undang-Undang 

Perpajakan yang berlaku saat ini, perusahaan melakukan pembayaran pajak pada 

saat terakhir dirasa lebih menguntungkan dari pada penyetoran yang dilakukan 

jauh sebelumnya. Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak, harus 

mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dikembangkan serta perubahan 

perpajakan, agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi 

suatu kesalahan, maka manajemen akan mengoptimalkan alokasi sumber dana 

dengan manfaat biaya-biaya yang dikecualikan yang diperolah oleh Undang-

Undang Perpajakan. 

Tabel 1. 1  

Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang  

Tahun 2021 

Keterangan Komersial  Fiskal  

Laba Kotor  805.264.300 805.264.300 

Beban 563.918.250 563.918.250 

Pendapatan  1.921.000 (1.921.000) 

Koreksi Fiskal Positif - - 

Koreksi Fiskal Negatif - - 

Laba Kena Pajak 241.346.050 241.346.050 

Utang Pajak - 29.928.131 

Laba Sesudah Pajak  239.425.050 211.417.919 

Sumber : PT. AHK tahun 2025 
 

Tabel 1. 2  

Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang  

Tahun 2022 

Keterangan Komersial  Fiskal  

Laba Kotor  1.019.259.850 1.019.259.850 

Beban 644.649.250 644.649.250 

Pendapatan  2.401.250 (2.401.250) 

Koreksi Fiskal Positif  - 
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Koreksi Fiskal Negatif  - 

Laba Kena Pajak 374.610.600 374.610.600 

Utang Pajak - 40.942.990 

Laba Sesudah Pajak  372.209.350 333.667.610 

 Sumber : PT. AHK tahun 2025 

Tabel 1. 3  

Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang  

Tahun 2023 

Keterangan Komersial  Fiskal  

Laba Kotor  1.735.305.800 1.735.305.800 

Beban 1.082.363.725 1.082.363.725 

Pendapatan  4.204.250 (4.204.250) 

Koreksi Fiskal Positif - - 

Koreksi Fiskal Negatif - - 

Laba Kena Pajak 652.942.075 652.942.075 

Utang Pajak - 87.375.353 

Laba Sesudah Pajak  648.737.825 565.566.722 

 Sumber : PT. AHK tahun 2025 

 Dari fakta pengakuan hutang pajak sebelum dan sesudah koreksi fiskal 

yang terdapat di  PT. Alam Hijau Kosultan terjadi perbedaan perhitungan oleh 

sebab itu, agar lebih membuktikan apakah data tersebut valid maka mengharuskan 

Perusahaan merencanakan tax planning dengan membuat  laporan keuangan yang 

didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan ketentuan 

ketentuan perpajakan (koreksi fiscal atas pajak penghasilan badan) maka dengan 

ini penulis akan mencoba untuk membahasnya dengan mengangkat judul skripsi, 

yaitu “Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada 

PT. Alam Hijau Konsultan”. 

1.2  Identifikasi Masalah  
 

     Berdasarkan latar belakang masalah diatas, makan dapat ditemukam 

bahwa identifikasi permasalahan yang timbul yaitu :  
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1. Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) yang dapat dilakukan oleh                  

PT. Alam Hijau Konsultan belum maksimal untuk melakukan efisiensi 

terhadap pajak penghasilan  (PPh) sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. 

2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh PT. Alam 

Hijau Konsultan sebelum Penerapan Pajak (Tax Planning) kurang tepat 

ditinjau dari Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.  

1.3  Batasan Masalah 
 

   Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, mengingat 

luasnya proses kegiatan laporan keuangan, maka ruang lingkup penelitian ini 

dibatasi hanya pada akuntansi PPh pasal 25 yang penentuan jumlah pajak yang 

terutang diukur dari besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

1.4 Rumusan Masalah   

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh  PT. Alam Hijau 

Konsultan dalam upaya mengefisensi kan beban pajak penghasilan badannya 

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?  

2. Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. Alam Hijau Konsultan mengalami 

perubahan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak (Tax planning) yang tepat adanya upaya 

melakukan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan 

UU perpajakan No. 36 tahun 2008  



8 
 

 
 

2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan sebelum di lakukan pajak 

dan sesudah di lakukan perencanaan pajak sesuai dengan UU perpajakan No. 

36 tahun 2008  

1.6  Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

1.  Bagi penulis, dapat memberi tambahan informasi dan lebih menambah 

wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (tax planning). 

2.  Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam 

menerapkan tax planning atas pajak penghasilan badan 

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya 

yang ingin megetahui dan menambah wawasan tentang tax planning atas pajak 

penghasilan  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perpajakan   

2.1.1.1  Pengertian Perpajakan   

 Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk 

mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak 

terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah pajak dewan (Riftiasari, 2019).  

 Disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi 

wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat. 

              Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak 

Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh oleh Badan.(Sophan Sophian & Melvi Wahyuni, 2022)  

 Definisi pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran dari rakyat 

kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini 
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menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang terikat pada undang-undang 

dan bersifat memaksa, artinya wajib dibayar oleh setiap orang yang memenuhi 

syarat tertentu, baik secara individu maupun badan hukum. 

 Menurut (Resmi, 2014), dalam bukunya, pajak adalah “suatu kewajiban 

untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi 

bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta 

dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung 

untuk memelihara kesejahteraan umum” 

  Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang 

dapat ditunjukkan dalam hal yang individual (Cahyani, 2017). 

  Berdasarkan beberapa definisikan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan 

bahwa pajak dapat disimpulkan sebagai kontribusi yang wajib dibayar oleh 

individu atau badan hukum kepada negara yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah, pembangunan, serta pelayanan publik yang bermanfaat 

bagi masyarakat. Meskipun para ahli memiliki penekanan yang berbeda-beda, 

semua definisi tersebut mencerminkan pentingnya pajak dalam sistem 

pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Pajak bukan hanya sekadar 

kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi. 

2.1.2 Akuntansi Pajak  

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak 
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Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan 

akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak 

dapat dengan mudah menyusun SPT (Sartono, 2021). 

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, 

pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut:  

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. 

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib 

melakukan pencatatan adalah:  

2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma 

penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan 

penghasilan lainnya.  

3. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. Pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, 

pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak. 

2.1.3 Pencatatan Akuntansi PPh 25  

  Menurut (Siti Resmi, 2016), pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 

adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri 

oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 
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terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

pajak yang lalu dikurangi dengan :  

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 

pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimanadimaksud dalam 

pasal 22.  

Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan Besarnya Tarif 

Pajak Penghasilan Badan dan Badan Usaha Tetap dikategorikan sesuai dengan 

jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, 

adapun jenis tarif pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap sebagai berikut :  

- Tarif Tunggal Pajak Penghasilan WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :  

a. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009  

b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.  

Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif 

tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan 

usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapaun jenis tarif pajak penghasilan 

badan adalah sebagai berikut: Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto 

sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 

ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan 

bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib 

pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling 

lambat tanggal 15. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 

50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif 

pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Badan Usaha 

yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 
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Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai 

berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas 

(pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak 

penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar). 

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan Bagi sebagian wajib pajak 

mungkin belum mengetahui bahwa Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) 

Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan 

fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak badan sebesar 50% yang 

diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp 4.800.000.000. 

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya 

bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan 

besarnya angsuranpajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. 

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan 

Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap 

bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.  

Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah 

sebagai berikut: 

 Pajak Dibayar Dimuka-PPh Pasal 25         xxx 

   Kas                                                       xxx 
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  Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil 

dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah 

dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah 

diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan 

oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 

PPh Badan                                                  xxx  

PPh Pasal 28A                                        xxx  

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)  xxx 

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)             xxx  

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)             xxx  

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)             xxx  

 Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar 

dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum 

SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, 

kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi 

Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun 

Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, 

misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak 

wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi 

atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

PPh Badan                                                 xxx  

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)                        xxx  

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)                        xxx  
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Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)                        xxx  

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)                        xxx  

Utang PPh pasal 29                                                    xxx 

           Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya 

adalah sebagai berikut:  

Utang PPh Pasal 29               xxx 

 Kas                                                   xxx 

2.1.4 Perencanaan Pajak (Tax Planning)  

2.1.4.1  Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)  

            Menurut (Arsyad dan Natsir, 2022), (Kristanto, 2022), perencanaan pajak 

(tax planning) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terorganisir 

untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang dikirim ke pemerintah 

sehingga tidak melebihi jumlah yang sebenarnya tanpa melanggar ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti menghitung penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

              Menurut (Hafsah, 2020) Perencanaan pajak adalah pengendalian atas 

setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi ini bertujuan untuk 

mengendalikan jumlah pajak agar mencapai jumlah minimum, yang dapat berupa 

penghematan pajak. 

  Perencanaan pajak (tax planning) adalah suatu upaya untuk 

meminimalisasi beban pajak. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai 

perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat 

waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. 
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             Sedangkan menurut (Sanja et al, 2023), perencanaan pajak adalah proses 

merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam 

jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan”. Namun 

demikian perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan 

kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga secara 

optimal dapat menghindari pemborosan sumber baya.   

  Penerapan pajak (tax planning) terhadap PPh sebagai upaya efisiensi 

pembayaran pajak meliputi : 

1. Memperbesar Biaya Penyusutan  

  Menurut PSAK No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva 

yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan 

perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut 

semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal 

ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang 

menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun 

tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus. 

  Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008, harta berwujud terbagi menjadi dua 

kategori: harta berwujud kelompok bangunan dan harta berwujud kelompok 

bukan bangunan. terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1,2,3, dan 4. Dalam 

kelompok harta berwujud, bangunan permanen dan tidak permanen 

termasuk.Menurut Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, metode 

penyusutan garis lurus atau metode saldo menurun hanya dapat digunakan 

untuk penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Namun, metode 
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penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan 

metode garis lurus.  
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2. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura 

Pembayaran natura atau kenikmatan kepada karyawan pada dasarnya 

bukan merupakan biaya bagi perusahaan atau penghasilan bagi karyawan. 

Namun, jika pembayaran tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, seperti 

tunjangan pangan atau tunjangan kenikmatan, seperti tunjangan rumah, maka 

pembayaran tersebut dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan tetapi juga 

sebagai penghasilan bagi karyawan. Oleh karena itu, bisnis mengubah biaya 

yang tidak dapat dibatalkan menjadi biaya yang dapat dibatalkan untuk 

meningkatkan biaya fiskal.  

Jika kompensasi pegawai diberikan dalam bentuk uang, kompensasi 

tersebut akan dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan akan 

dikenakan PPh Pasal 21. Jika kompensasi diberikan dalam bentuk kenikmatan 

atau natural, kompensasi tersebut tidak akan dikurangkan dari penghasilan 

bruto dan karyawan yang bersangkutan tidak akan dikenakan pph pasal 21. 

3. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap  

  Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 adalah suatu perjanjian 

dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset 

selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan 

pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Perjanjian leasing 

yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah 

leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I 

lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan 

bangunan lebih besar dari 7 tahun. 

   Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) : 
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1) Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, 

sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal 

tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi 

(penyusutan capital lease merupakan non deductible expense).  

2) Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi 

untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang 

bersangkutan.  

3) Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas 

tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan 

hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut 

pajak kecuali pembayaran opsi/pembayaran terakhir, dibebankan sebagai 

cost aktiva).  

4)   Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak. 

5)   Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal 

Memaksimalkan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan  

dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. 

Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Contoh : perusahaan 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan 

untuk mengurangi pendapatan kena pajak. 

 

2.1.4.2  Tujuan Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Tujuan penerapan tax planning pada perusahaan adalah untuk mencapai 

sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara 

menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai 
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dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, 

kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan 

efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam memperoleh laba optimal. 

           Menurut (Suandy, 2016) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar 

beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan 

peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka 

perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat 

ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak 

(after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik 

untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan Kembali. 

  Apabila penerapan tax planning pada perusahaan dilakukan secara baik 

dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang 

diantaranya, adalah :  

1) Penghematan kas kaluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat 

diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan. 

2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, 

perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi 

kebutuhan kas untuk membayar beban pajak dan menentukan waktu 

pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang 

mengakibatkan denda atau sanksi. 

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan 

dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan 

melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang 
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sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk 

pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya.    

Persahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya 

dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan 

melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan 

semakin kecil, sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus 

disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain 

perusahaan akan mendapat pembayaran pajak untuk periode pajak berikutnya 

karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil. 

2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

2.1.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

  Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu 

perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik 

dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya 

menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.  

             Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak 

Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh oleh Badan. (Septiana & Zulkifli, 2024) 
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  Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu 

perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh olehwajib pajak badan, baik 

dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya 

menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan 

sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, 

CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

  Korporasi dan persekutuan yang tercakup dalam UU KUP wajib 

membayar PPh Badan atas seluruh laba ditahan dan dividen. Penghasilan, untuk 

keperluan pajak penghasilan badan, adalah setiap kenaikan kemampuan ekonomi 

Wajib Pajak, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat 

digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (Adi 

Syntia & Fransisca, 2023). 

 

2.1.6 Koreksi Fiskal  

2.1.6.1 Pengertian Fiskal  

             Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh 

wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan 

dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung 

penghasilan kena pajak).  

             Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan 

penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. 

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 besarnya 
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Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya berkenaan dengan 

pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan 

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 

2.1.7 Laba Bunga  

2.1.7.1  Pengertian Laba Bunga 

Laba bunga dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

dapat dijelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung 

dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menekankan 

bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama seluruh 

rakyat Indonesia. Oleh karena itu, segala mekanisme ekonomi, termasuk laba 

bunga, harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan. 

  Secara umum, laba bunga adalah keuntungan yang diperoleh dari 

pengenaan bunga atas pinjaman atau investasi tertentu. Dalam sistem ekonomi 

yang berlandaskan UUD 1945, praktik pengenaan bunga yang berlebihan atau 

eksploitatif berpotensi membahayakan dengan asas keadilan dan kesejahteraan 

yang dijunjung tinggi dalam konstitusi. Hal ini karena laba bunga yang terlalu 

tinggi dapat menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi golongan yang kurang 

mampu. Dalam konteks ini, konsep laba bunga yang tidak adil dan eksploitatif 

dianggap tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang mengutamakan 

kesejahteraan rakyat secara kolektif, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. 

Selain itu, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang 
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penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh 

negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia berfokus pada 

pengawasan dan pengaturan negara terhadap aktivitas ekonomi untuk mencegah 

ketimpangan dan eksploitasi. Jika laba bunga diterapkan tanpa pengawasan yang 

memadai, hal ini dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan bertentangan 

dengan tujuan konstitusional untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

  Pilihan terhadap laba bunga yang eksploitatif, sistem perekonomian 

berbasis asas kekeluargaan, seperti koperasi, sering kali dianggap lebih sejalan 

dengan UUD 1945. Dalam koperasi, keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi 

dan partisipasi anggota, sehingga mendukung keadilan dan kesejahteraan 

bersama. Selain itu, dalam ekonomi berbasis syariah, yang melarang praktik riba 

(bunga), digunakan pendekatan bagi hasil yang lebih adil dan tidak memberatkan 

pihak yang meminjam. Pendekatan-pendekatan ini lebih sesuai dengan visi 

ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 1945. 

   Oleh karena itu, meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan 

istilah “laba bunga,” prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan 

Arahan bahwa segala bentuk keuntungan, termasuk laba bunga, harus mendukung 

kesejahteraan rakyat secara adil dan tidak eksploitatif. Praktik laba bunga yang 

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan asas kekeluargaan tidak sejalan 

dengan semangat dasar konstitusi Indonesia. 

 

2.1.6.2  Menghitung Laba dan PPh Terutang  

Penghitungan laba dan PPh terutang dimulai dengan penghitungan laba 

bersih atau penghasilan kena pajak. Laba bersih dihitung dari total penghasilan 
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bruto yang diperoleh selama satu tahun dikurangi total biaya yang diakui sebagai 

pajak, seperti biaya operasional, gaji, dan biaya lainnya. Setelah laba bersih 

diperoleh, dihitung penghasilan pajak yang terutang berdasarkan tarif pajak yang 

berlaku untuk badan usaha. Tarif badan pajak saat ini adalah 22% dari laba bersih 

atau penghasilan kena pajak. 

Setelah penghasilan pajak tahunan dihitung, PPh ditentukan sebagai 

angsuran bulanan. Jumlah pajak tahunan yang dibagikan ke dalam 12 bulan untuk 

menentukan berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap bulan. 

Tujuan PPh Pasal 25 adalah untuk mengurangi beban pajak tahunan dengan 

membayar angsurannya secara bertahap selama tahun berjalan. 

Misalnya, misalkan sebuah perusahaan memiliki penghasilan bruto sebesar 

Rp5 miliar dalam satu tahun. Biaya yang diakui secara pajak, seperti biaya 

operasional, gaji karyawan, dan sewa, adalah Rp3,5 miliar. Laba bersih atau 

penghasilan kena pajak perusahaan adalah Rp5 miliar - Rp3,5 miliar = Rp1,5 

miliar. Pajak penghasilan tahunan dihitung sebesar 22% dari laba bersih, yaitu 

22% × Rp1,5 miliar = Rp330 juta. 

Untuk menentukan cicilan PPh , pajak tahunan Rp330 juta dibagi ke dalam 

12 bulan. Dengan demikian, cicilan bulanan PPh Pasal 25 adalah Rp330 juta 12 = 

Rp27,5 juta. Perusahaan wajib membayar Rp27,5 juta setiap bulan sebagai 

angsuran PPh Pasal 25. 

Jika perusahaan telah membayar pajak di muka, seperti melalui PPh Pasal 23 atau 

pajak lainnya, jumlah tersebut akan dikreditkan untuk mengurangi pajak yang 

harus dibayar pada akhir tahun. Namun pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tetap 

dilakukan setiap bulan sesuai perhitungan awal. Di akhir tahun, jumlah pajak yang 
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sudah dilunasi melalui cicilan Pasal 25 dan pajak lainnya akan dihitung ulang 

untuk memastikan tidak ada kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. 

2.1.8 Tarif PPh Pasal 25/29 

1. Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 

Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:  

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang 

melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – 

dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet 

bulanan tiap masing-masing tempat usaha 

3. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu 

pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi 

OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU 

PPh (12 bulan). 

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:  

a. Sampai Rp.50.000.000 = 5% - Rp.50.000.000 

b. Rp.250.000.000 = 15% - Rp.250.000.000  

c. Rp.500.000.000 = 25%  

d. Di atas Rp.500.000.000 = 30%  

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan 

Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Amita Angraini, 

dan Endang Dwi 

Retnani (2022)  

Analisis Penerapan 

Tax Planning Pph 

Badan Untuk 

Mengefisiensikan 

Pembayaran PPh 

Badan 

Hasil dari penelitian ini, telah 27perusaha 

laporan keuangan 27perusahaan dengan 

berpedoman pada Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku. Karena adanya 

pemberlakuan undang-undang perpajakan 

maka menimbulkan perbedaan laporan laba 

rugi komersial dan laba rugi fiskal. 

2 Dimas Dwi 

Prasetyo, 

Mahsina, L. Tri 

Lestari (2021) 

Analisis Penerapan 

Tax Planning atas 

Pajak Penghasilan 

(Pph) Badan dalam 

Upaya Meningkatkan 

Efisiensi Pembayaran 

Beban Pajak 

Penghasilan Sesuai 

Undang-undang 

Perpajakan No. 36 

Tahun 2008 

Hasil dari penelitian ini, belum melakukan 

perencanaan pajak secara optimal. Hal ini 

dapat dilihat dari perbedaan jumlah 

Penghasilan Kena Pajak menurut 27 

peusahaan dan pihak pajak 27 perusahaan  

dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa 

biaya yang terkena koreksi fiskal Penerapan 

perencanaan pajak yang dapat dilakukan 

adalah mengganti metode tunjangan PPh 21 

dari net method menjadi groos up method 

dengan cara memasukkan biaya BPJS 

sebagai tambahan penghasilan karyawan dan 

membuat daftar 27 perusahaan biaya lain-lain 

yang dapat memberikan efisiensi pembayaran 

pajak setiap tahunnya, bukan hanya pada saat 

awal dan akhir masa manfaat saja. Dengan 

perencanaan pajak (tax planning) tersebut 

27erusahaan dapat mengefisiensikan 

pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan 

pajak (tax planning) PT. Alam Hijau 

Konsultan  membayar pajak penghasilan 

27erusahaan sebesar Rp 138.158.000, 

sedangkan setelah perencanaan pajak (tax 

planning) menjadi sebesar Rp 131.531.885. 

3. Imron Burhan, 

VeronikaSari 

Den Ka, 

Zherawati 

(2022) 

Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak 

(Tax Planning) Pph 

Pasal 25 Dalam Upaya 

Peningkatan Efisiensi 

Beban Pajak 

Penghasilan Pada PT 

XYZ 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 

perencanaan pajak telah dilakukan pada PT 

XYZ dengan melakukan strategi pengelolaan 

transaksi yang berhubungan dengan 

pemberian kesejahteraan karyawan, terdapat 

beberapa akun yang dapat dialihakan sebagai 

tunjangan seperti tunjangan PPh pasal 21, 

tunjangan makan dan minum, tunjangan 

parcel lebaran, dan tunjangan kesejahteraan 

karyawan lainnya.Tunjangan ini telah 

dikoreksi dan terjadi peningkatan efisiensi 

beban pajak penghasilan terutang badan. 
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2.3 Kerangka Konseptual  

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses 

merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam 

jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun 

demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu 

sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (Dinarus, 

2019). 

Perencanaan pajak merupakan Perusahaan awal dalam manajemen pajak. 

Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan. 

Seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 

diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax 

implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan 

pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. 

Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis  perusahaan penghematan pajak yang 

akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) 

adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak (Irawan & Rioni, 2020).  

Hasil penelitian (Zulia, 2017) Pajak penghasilan pasal 25 badan dikenakan 

atas laba yang diperoleh perusahaan. Pajak tersebut merupakan beban bagi wajib 

pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun berjalan 

Dalam sistem self assessment ini, PT. Alam Hijau Konsultan menghitung, 

menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut 

undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. 
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Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jswab atas kewajiban perpajakan menurut 

peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, 

menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut 

SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).  

Melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan 

giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak 

terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan 

Wajib Pajak yaitu PT. Alam Hijau Konsultan, untuk melakukan perencanaan 

pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari 

kebijaksanaan keuangan Perusahaan. 

 

                                                   PT. Alam Hijau Konsultan  

                                         

                                                          Perpajakan (TAX) 

 

                                                             Tax Planning  

                                                   

- Memaksimalkan laba perusahan 

- Menganalisasikan beban pajak 

- Efisiensi pajak 

                                                               

                                                    

Gambar 2. 1  Kerangka Konseptual 

Sumber : PT. AHK Tahun 2025 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian metode 

kualitatif deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta 

menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan 

membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang 

sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan (Juliandi., 

Irfan, 2013). 

 

3.2 Definisi Operasional  

3.2.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)  

   Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah suatu proses perekayasaan 

transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak agar kewajiban 

pajak berada pada jumlah yang seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai 

peraturan perpajakan 

3.2.2 PPh Pasal 25  

   PPh Pasal 25 adalah Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. 

Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang 

terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan 

sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Variabel ini diukur dengan informasi sesuai 

PPh Pasal 25 yang ditanggung wajib pajak dari tahun 2020 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.3.1 Tempat Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan pada PT. Alam Hijau Konsultan , Jl. Parwitayasa I 

No. 20 B Medan , yang bergerak dibidang pelayanan konsultan . 

3.3.2 Waktu Penelitian  

    Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2025 sampai dengan 

Juli 2025    

Tabel 3. 1  

Pelaksanaan Waktu Penelitian 

       

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. 

Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan 

data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, 

yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Alam 

Hijau Konsultan. 

Kegiatan Penelitian 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan Judul                     

Pra Riset                     

Penyusunan Proposal                     

Bimbingan Proposal                     

Seminar Proposal                     

Pengumpulan Data                     

Penulisan Laporan                     

Penyelesaian Laporan                     

Sidang Meja Hijau                     
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini harus benar-benar dapat 

dipercaya dan akurat karena akan digunakan untuk memecahkan masalah yang 

ada. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara : Salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian adalah 

melalui wawancara. Wawancara adalah proses berbicara dalam dua arah untuk 

menapatkan informasi dari orang-orang yang relevan. Menurut (Yusuf, 2014), 

wawancara adalah suatu peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara 

dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi atau 

pertanyaan secara langsung tentang subjek yang diteliti. Wawancara bebas 

terpimpin adalah jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti. 

2. Dokumentasi : Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 

angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian. (Sugiyono, 2018). 

 

3.6 Teknik Analisis Data  
 

  Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Umar Sidiq & Miftachul Chiori, 

2019). 

  Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
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1) metode deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian, menganalisis 

hasil dari penelitian, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan yang berkaitan dengan tahap pengerjaan audit operasional.  

Metode ini bertujuan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mendapatkan gambaran keadaan 

perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk diselidiki kemudian 

data diolah dan dianalisis.  

2) Metode analisa  

Berupa cara pengolahan data dan informasi yang menyajikan analisis secara 

teoritis mengenai program penerapan perencanaan perpajakan (Tax Planning) 

sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan dengan andasan 

teoritisnya guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam mencari 

pemecahan masalah, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah yaitu laporan 

keuangan perusahaan 

b. Menganalisis kondisi perusahaan secara umum, kebijakan perusahaan 

serta perlakuan-perlakuan yang berhubungan dengan proses perhitungan 

pajak. 

c. Analisis perhitungan besarnya beban pajak eprusahaan sebelum 

melakukan perencanaan pajak (tax planning). 

d. Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sesudah 

melakukan perencanaan pajak (tax planning). 

e. Menguraikan data yang telah di analisis ke dalam bentuk penjelasan 

tentang perencanaan pajak. 
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f. Membuat pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

peneliti dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer yang diperoleh 

berupa laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba/Rugi) tahun 2021-2023 

sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Peneliti 

menggunakan data sekunder studi kepustakan (library research) yaitu dengan 

mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul 

penelitian. 

 

4.1.2.   Analisis Kondisi Kebijakan Serta Perlakuan Perusahaan Dalam 

Proses  

Perhitungan Pajak  

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan 

akuntansi dan perpajakan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan 

tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan kuantitas dan kualitas dari suatu 

laporan keuangan yang disajikan.  

a. Adapun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh PT. Alam Hijau 

Konsultan yang terkait dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  
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1. Pengakuan Penghasilan dan Biaya Sebagai wajib pajak badan yang 

melakukan kegiatan usaha di Indonesia, PT. Alam Hijau Konsultan  wajib 

melakukan pembukuan dan penerapan pembukuan pada PT. Alam Hijau 

Konsultan  menggunakan metode accrual basis.  

2. Metode Penilaian Persediaan Dalam melakukan penilaian persediaan PT. 

Alam Hijau Konsultan  menggunakan metode penilaian persediaan FIFO. 

Apabila dilihat dari kepentingan pemilik perusahaan, metode penilaian 

persediaan FIFO lebih menguntungkan bagi wajib pajak dari segi laba 

komersialnya. Dibandingkan dengan metode FIFO, metode rata-rata akan 

menghasilkan harga pokok lebih besar. Namun peneliti tidak dapat menilai 

apakah perencanaan pajak perusahaan dengan menggunakan metode FIFO 

lebih menguntungkan PT. Alam Hijau Konsultan  atau tidak dikarenakan 

peneliti tidak memiliki data mengenai persediaan perusahaan. 

3. Penyusutan Aktiva Tetap Metode penyusutan aktiva tetap diatur dalam 

PSAK No. 16. Berbeda dengan akuntansi komersial yang 

memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus, metode 

saldo menurun dan metode jumlah unit. Metode penyusutan aset dipilih 

berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari 

aset. Maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih 

metode garis lurus atau metode saldo menurun. PT. Alam Hijau Konsultan 

menggunakan metode penyusutan garis lurus pada aktiva tetap bukan 

bangunan dan aktiva tetap bangunan.  

b. Kebijakan perpajakan yang ada diperusahaan telah mengikuti ketentuan 

perpajakan yang berlaku, diantaranya:  
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1. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode 

bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.  

2. Pajak penghasilan atas pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan 

ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan 

pemerintah.  

3. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh, beban pajak diakui 

proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi periode 

berjalan. Adapun perhitungan laporan neraca dan laba rugi PT. Alam 

Hijau Konsultan  selama tahun 2019 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 2021 
 

 Rp Rp 

AKTIVA   

AKTIVA LANCAR   

Kas dan Setara Kas   431.174.063 

Piutang Usaha  417.543.151 

Pajak dibayar dimuka  27.092.200 

 Jumlah Aktiva Lancar  875.809.414 

   

AKTIVA TETAP   

Nilai perolehan 50.305.000  

Akumulasi Penyusutan (50.305.000)  

 Jumlah  Aktiva  0 

   

HUTANG DAN MODAL   

HUTANG LANCAR   

Hutang Usaha   21.634.338 

Hutang Pajak  20.964.500 

 Jumlah Hutang Lancar  42.598.838 

   

MODAL   

Modal Usaha  205.257.600 

Laba s/d tahun lalu 400.352.926  

Laba (Rugi) Tahun berjalan 239.425.050  

 JUMLAH MODAL   845.777.976 
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Total Kewajiban dan Modal   887.634.414 

Sumber : Data diolah tahun 2025 
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Tabel 4.2 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 2022 
 

 Rp Rp 

AKTIVA   

AKTIVA LANCAR   

Kas dan Setara Kas   1.753.884.521 

Piutang Usaha  112.830.000 

Pajak dibayar dimuka  29.665.800 

 Jumlah Aktiva Lancar  1.896.380.321 

   

AKTIVA TETAP   

Nilai perolehan 68.005.000  

Akumulasi Penyusutan (68.005.000)  

 Jumlah  Aktiva  0 

   

HUTANG DAN MODAL   

HUTANG LANCAR   

Hutang Usaha   582.563.398 

Hutang Pajak  28.567.000 

 Jumlah Hutang Lancar  611.130.397 

   

MODAL   

Modal Usaha  205.257.600 

Laba s/d tahun lalu 639.777.976  

Laba (Rugi) Tahun berjalan 372.209.350  

 JUMLAH MODAL   1.217.244.926 

Total Kewajiban dan Modal   1.828.375.324 

Sumber : Data diolah tahun 2025 
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Tabel 4.3 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 2023 

 Rp Rp 

AKTIVA   

AKTIVA LANCAR   

Kas dan Setara Kas   1.648.266.868 

Piutang Usaha  112.830.000 

Pajak dibayar dimuka  74.597.710 

 Jumlah Aktiva Lancar  1962.539.578 

   

AKTIVA TETAP   

Nilai perolehan 85.705.000  

Akumulasi Penyusutan (85.705.000)  

 Jumlah  Aktiva  0 

   

HUTANG DAN MODAL   

HUTANG LANCAR   

Hutang Usaha   424.452.377 

Hutang Pajak  48.463.800 

 Jumlah Hutang Lancar  472.916.177 

   

MODAL   

Modal Usaha  205.257.600 

Laba s/d tahun lalu 639.777.976  

Laba (Rugi) Tahun berjalan 647.587.825  

 JUMLAH MODAL   1.492.623.401 

Total Kewajiban dan Modal   1.965.539.578 

Sumber : Data diolah tahun 2025 
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Tabel 4.4 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN  LABA RUGI  

PER 31 DESEMBER 2021-2023 

KETERANGAN 2021 

Pendapatan   2.923.786.500 

Total pendapatan usaha  2.923.786.500 

Biaya atas pendapatan :      

  Biaya survey 128.115.500 

  Biaya sampling  161.450.000 

  Biaya uji laboratium 220.606.000 

  Biaya siding 470.000.000 

  Biaya Foto coppy & jilid dokumen  153.350.000 

  Biaya rekomendasi  410.000.000 

  Biaya izin lingkungan  285.000.000 

  Biaya honor penyusunan  290.000.000 

Total biaya atas pendapatan  2.118.522.200 

Laba / rugi kotor  805.264.000 

Biaya operasional :  

  Tunjangan transport 246.000.000 

  Insentif  112.000.000 

  Perjalanan dinas  72.350.000 

  Sewa kantor  20.000.000 

  Alat tulis kantor 68.832.600 

  Rumah tangga kantor  38.390.000 

  Penyusutan harta tetap  6.345.000 

Total biaya operasional  563.918.250 

Laba / rugi operasi  241.346.050 

Pendapatan dan biaya lain :  

  Biaya lain  

      Administrasi bank  1.921.000 

   Total biaya lain  1.921.000 

Total pendapatan dan biaya lain  1.921.000 

Laba / rugi bersih  239.425.030 

       Sumber : Data diolah tahun 2025 

Sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 17 ayat 

(1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib 
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pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 

2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan 

tersebut disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, 

dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan 

pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka PT. Alam Hijau Konsultan sebagai wajib pajak badan 

berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas bersih diperoleh dikalikan 

sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang PT. Alam Hijau Konsultan  tahun 2021 sebesar 

Rp 239.425.030. Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah 

penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan 

yaitu : 

Laba Usaha     Rp 239.425.030  

Beban Pajak Penghasilan 25%  Rp   29.928.131 

Laba Bersih Setelah Pajak   Rp 211.417.919  

Pembulatan     Rp 211.418.919 

Tabel 4.5 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN  LABA RUGI  

PER 31 DESEMBER 2022 

KETERANGAN 2022 

Pendapatan  3.667.412.500 

Total pendapatan usaha 3.667.412.500 

Biaya atas pendapatan :  

  Biaya survey 160.144.375 

  Biaya sampling  201.812.500 

  Biaya uji laboratium 275.757.000 

  Biaya siding 587.500.000 

  Biaya Foto coppy & jilid dokumen  191.688.275 
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  Biaya rekomendasi  512.500.000 

  Biaya izin lingkungan  356.250.000 

  Biaya honor penyusunan  362.500.000 

Total biaya atas pendapatan  2.648.152.650 

Laba / rugi kotor  1.019.259.850 

Biaya operasional :  

  Tunjangan transport 287.500.000 

  Insentif  120.000.000 

  Perjalanan dinas  70.420.500 

  Sewa kantor  15.000.000 

  Alat tulis kantor 86.040.750 

  Rumah tangga kantor  47.988.000 

  Penyusutan harta tetap  17.700.000 

Total biaya operasional  644.649.250 

Laba / rugi operasi  374.610.600 

Pendapatan dan biaya lain :  

  Biaya lain  

      Administrasi bank  2.401.250 

   Total biaya lain  2.401.250 

Total pendapatan dan biaya lain  (2.401.250) 

Laba / rugi bersih  372.209.350 

       Sumber : Data diolah tahun 2025 

 

Sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 17 ayat 

(1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib 

pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 

2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan 

tersebut disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, 

dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan 

pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka PT. Alam Hijau Konsultan sebagai wajib pajak badan 
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berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas bersih diperoleh dikalikan 

sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang PT. Alam Hijau Konsultan  tahun 2022 sebesar 

Rp 372.209.350. Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah 

penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan 

yaitu : 

Laba Usaha     Rp 374.610.600  

Beban Pajak Penghasilan 25%  Rp   40.492.990 

Laba Bersih Setelah Pajak   Rp 333.667.610  

Pembulatan     Rp 222.667.610 

Tabel 4.6 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN  LABA RUGI  

PER 31 DESEMBER 2023 

KETERANGAN 2023 

Pendapatan  178.574.775 

Total pendapatan usaha 178.574.775 

Biaya atas pendapatan :  

  Biaya survey 7.862.650 

  Biaya sampling  9.909.250 

  Biaya uji laboratium 13.669.500 

  Biaya siding 28.860.000 

  Biaya Foto coppy & jilid dokumen  9.672.100 

  Biaya rekomendasi  24.700.000 

  Biaya izin lingkungan  17.160.000 

  Biaya honor penyusunan  18.005.000 

Total biaya atas pendapatan  129.838.500 

Laba / rugi kotor  48.736.275 

Biaya operasional :  

  Tunjangan transport 15.112.500 

  Insentif  2.900.000 
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  Perjalanan dinas  4.160.000 

  Sewa kantor  650.000 

  Alat tulis kantor 3.997.450 

  Rumah tangga kantor  2.145.000 

  Penyusutan harta tetap  - 

Total biaya operasional  28.964.950 

Laba / rugi operasi  19.771.325 

Pendapatan dan biaya lain :  

  Biaya lain - 

      Administrasi bank  - 

   Total biaya lain  - 

Total pendapatan dan biaya lain  - 

Laba / rugi bersih  19.771.325 

       Sumber : Data diolah tahun 2025 

 

Sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 17 ayat 

(1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib 

pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 

2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan 

tersebut disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, 

dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan 

pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka PT. Alam Hijau Konsultan sebagai wajib pajak badan 

berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas bersih diperoleh dikalikan 

sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang PT. Alam Hijau Konsultan  sebesar Rp 

652.6942.075. Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah 

penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan 

yaitu : 
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Laba Usaha     Rp 652.942.075 

Beban Pajak Penghasilan 25%  Rp    87.375.353  

Laba Bersih Setelah Pajak   Rp 565.566.722  

Pembulatan     Rp 565.566.722 

4.1.3 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan  

Sebelum Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk mengetahui 

penghasilan kena pajak yang di akui oleh pihak pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undang yang berlaku maka PT. Alam Hijau Konsultan  wajib untuk 

melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan 

penghitungan pendapatan dan biaya menurut laporan laba rugi komersial dan 

laporan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal 

positif dan negatif, apabila biaya di dalam laporan laba rugi komersial dikoreksi 

fiskal positif maka akan menambah penghasilan kena pajak dan sebaliknya. Jika 

di koreksi fiskal negatif maka akan mengurangi penghasilan kena pajak dari 

perusahaan.  

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif pada biaya :  

1. PPh 21  

2. Biaya BPJS  

3. Biaya lain- lain  

4. Biaya pajak jasa giro  

Hal ini dikarenakan biaya tersebut tidak dapat diakui oleh pajak sesuai 

dengan Pasal 9 Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu 

terdapat pula koreksi fiskal negatif pada akun pendapatan jasa giro sesuai dengan 

Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Pada tabel 
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4.2 hanya menyajikan laporan Laba/Rugi karena kegiatan perusahaan hanya 

terbatas kepada target untuk pencapaian laba yang telah dianggarkan setahun 

sebelumnya dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan kegiatan usaha.  

Adapun perhitungan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan  sebelum dan 

sesudah koreksi fiskal :  

Tabel 4.7 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN 

PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL TAHUN 2021 

Keterangan Komersial  Fiskal  

Laba Kotor  805.264.300 805.264.300 

Beban 563.918.250 563.918.250 

Pendapatan  1.921.000 (1.921.000) 

Koreksi Fiskal Positif - - 

Koreksi Fiskal Negatif - - 

Laba Kena Pajak 241.346.050 241.346.050 

Utang Pajak - 29.928.131 

Laba Sesudah Pajak  239.425.050 211.417.919 

Sumber : Data diolah 2025 

 

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan  pada tabel 4.7 

akun-akun yang dikoreksi fiskal adalah sebagai berikut akun pendapatan dan 

utang pajak. Dengan adanya koreksi fiskal maka dapat dilihat nilai komersial 

sebesar             Rp. 239.425.050, sedangkan setelah koreksi fiskal menjadi Rp. 

211.417.919. Hal itu jelas ada terjadi koreksi fiskal negatif sebab ketika ada 

perbedaan antara laporan keuangan komersial (berdasarkan standar akuntansi) dan 

laporan keuangan fiskal (berdasarkan peraturan pajak). Jika biaya komersial lebih 

besar, maka biaya tersebut akan dikoreksi agar sesuai dengan aturan fiskal, yang 
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berarti biaya yang diakui secara fiskal lebih sedikit, sehingga laba fiskal akan 

lebih besar. 

 

Tabel 4.8 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN 

PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL TAHUN 2022 

Keterangan Komersial  Fiskal  

Laba Kotor  1.019.259.850 1.019.259.850 

Beban 644.649.250 644.649.250 

Pendapatan  2.401.250 (2.401.250) 

Koreksi Fiskal Positif  - 

Koreksi Fiskal Negatif  - 

Laba Kena Pajak 374.610.600 374.610.600 

Utang Pajak - 40.942.990 

Laba Sesudah Pajak  372.209.350 333.667.610 

 Sumber : Data diolah 2025 

 

Setiap perusahaan harus selalu membuat laporan keuangan bagi 

perusahaan secara berkala,yang mana sebuah laporan memiliki nilai penting untuk 

menentukan laba rugi dan penilaiankesehatan keuangan bisnis yang sedang 

dijalankan. Dalam melakukan laporan keuangantersebut tentu timbul koreksi atau 

rekonsiliasi yang perlu dilakukan. Tentunya ini bisa berhubungan dengan fiskal 

dan draf yang harus sesuai dengan peraturan perpajakan 

Pada laporan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan  pada tabel 4.8 akun-

akun yang dikoreksi fiskal masih sama yaitu akun pendapatan dan utang pajak. 

Dengan adanya koreksi fiskal maka dapat dilihat nilai komersial sebesar     Rp. 

372.209.350, sedangkan setelah koreksi fiskal menjadi Rp. 333.667.610. Hal itu 
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jelas ada terjadi koreksi fiskal negatif sebab ketika ada perbedaan antara laporan 

keuangan komersial (berdasarkan standar akuntansi) dan laporan keuangan fiskal 

(berdasarkan peraturan pajak). Jika biaya komersial lebih besar, maka biaya 

tersebut akan dikoreksi agar sesuai dengan aturan fiskal, yang berarti biaya yang 

diakui secara fiskal lebih sedikit, sehingga laba fiskal akan lebih besar. 

Tabel 4.9 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN 

PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL TAHUN 2023 

 

Keterangan Komersial  Fiskal  

Laba Kotor  1.735.305.800 1.735.305.800 

Beban 1.082.363.725 1.082.363.725 

Pendapatan  4.204.250 (4.204.250) 

Koreksi Fiskal Positif - - 

Koreksi Fiskal Negatif - - 

Laba Kena Pajak 652.942.075 652.942.075 

Utang Pajak - 87.375.353 

Laba Sesudah Pajak  648.737.825 565.566.722 

Sumber : Data diolah 2025 

 

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan  pada tabel 4.9 

akun-akun yang dikoreksi fiskal adalah sebagai berikut :  

1. Tarif Pemotongan PPh 21 bagi Tenaga Ahli (Konsultan)  

Pada PT. Alam Hijau Konsultan  memperkerjakan seorang konsultan 

yang merupakan tenaga ahli, terdapat pemotongan PPh 21 atas biaya 

konsultan. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat 1 (h) yaitu mengenai pajak 

penghasilan yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal 

ini perusahaan menanggung PPh 21 Tenaga Ahli, maka atas biaya pajak PPh 

21 tersebut harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 1.950.000. 
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Tenaga ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas 

yang terdiri dari dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, 

aktuaris dan jasa penilai. Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016, tenaga ahli 

dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 

jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Besaran tarif penghasilan 

kena pajak PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli sesuai dengan Undang - Undang 

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 17 Ayat 1:  

a. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juga sebesar 5%  

b. Penghasilan kena pajak mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta 

sebesar 15%  

c. Penghasilan kena pajak antara Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta 

sebesar 25%  

d. Penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta sebesar 30%  

Cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli di atas mengacu pada 

Undang - Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 khususnya mengenai 

tarif Penghasilan Kena Pajak. Selain itu juga mengacu pada Peraturan DJP 

Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 dan 

besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 

101/PMK.010/2016. 

Perhitungan : Perhitungan Penghasilan Kena Pajak : 50% x Rp 

78.0000.000 = Rp 39.000.000 Perhitungan PPh 21 Terutang : (5% x Rp 

39.000.000) = Rp 1.950.000  

2. Biaya BPJS  
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Premi asuransi dibayarkan sendiri oleh karyawan dan diganti 

perusahaan sebagai bentuk tunjangan sebesar Rp 6.880.000 harus di koreksi 

fiskal positif. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa 

pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari 

penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dan pada 

saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, 

penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.  

3. Biaya Lain - Lain  

Biaya lain-lain harus dilakukan koreksi fiskal positif karena PT. Alam 

Hijau Konsultan  dalam mengeluarkan biaya ini tidak didukung dengan bukti-

bukti yang jelas tentang perincian biaya ini sehingga biaya karyawan lain-lain 

tersebut tidak diperkenankan dijadikan pengurang penghasilan bruto. Jumlah 

biaya lain-lain yang dikoreksi pada tahun 2019 adalah Rp 18.655.380  

4. Pendapatan Jasa Giro Untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik                  

PT. Alam Hijau Konsultan  harus dapat memaksimalkan pendapatan atau 

penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan yang dikenakan pajak 

penghasilan (PPh) final. Berdasarkan PP 131 tahun 2000 dan Keputusan 

Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 dan pasal 4 ayat (2) UU PPh, 

Pendapatan bunga jasa giro dan bunga deposito harus dikoreksi seluruhnya. 

Pendapatan bunga jasa giro dan deposito telah dipotong Pajak Penghasilan 

bersifat final, sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali sebagai 

penghasilan pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam 

laporan laba rugi fiskal perusahaan sehingga harus dikoreksi fiskal negatif. 



53 
 

 
 

Koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga deposito dan jasa giro pada tahun 

2019 sebesar Rp 1.544.147,28  

5. Biaya Pajak Jasa Giro Pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang 

sudah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final, sehingga biaya pajak 

jasa giro tidak dapat diakui sebagai biaya. Oleh karena itu, biaya pajak jasa 

giro harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 308.829,46- Setelah 

laporan keuangan fiskal disusun dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) adalah sebesar Rp 552.632.052,- Berikut ini adalah perhitungan PPh 

terutang PT. Alam Hijau Konsultan untuk tahun pajak 2021. Penghasilan 

Kena Pajak : Penghasilan Kena Pajak = Rp 552.632.052 X 25% PPh Terutang 

Badan 2019 = Rp 138.158.000 Dalam melakukan pembayaran PPh terutang 

Wajib Pajak harus memperhitungkan jumlah kredit pajak pada tahun yang 

bersangkutan. Kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayar selama 

periode Januari sampai Desember dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dari 

hasil pengumpulan data, kredit pajak pada tahun 2019 berupa angsuran PPh 

Pasal 25 sebesar Rp 79.284.000.000,-. PPh lebih atau kurang bayar dihitung 

sebagai berikut : PPh Terutang Badan Tahun 2019 Rp 138.158.000 Kredit 

Pajak : PPh Pasal 25 (Rp 79.284.000) PPh 29 Kurang Dibayar Tahun 2019 Rp 

58.874.000 Besarnya angsuran pajak yang akan dibayarkan dalam tahun 

berjalan adalah berdasarkan PPh terutang menurut Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam 

PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan.  

 

4.1.4 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sesudah Melakukan 

Perencanaan Pajak (Tax Planning)  
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Dalam menghitung besarnya pajak terutang PT. Alam Hijau Konsultan  

dengan melakukan koreksi fiskal terjadi perbedaan jumlah Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) antara perhitungan sebelum koreksi dan setelah di koreksi. 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut perhitungan komersial adalah sebesar 

131.595.497,50 sedangkan PKP sesungguhnya adalah Rp 138.158.000. Jumlah 

koreksi positif lebih besar dibandingkan dengan koreksi negatif, sehingga 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT. Alam Hijau Konsultan  menjadi lebih besar. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara 

komersial dan fiskal yang cukup signifikan pada PT. Alam Hijau Konsultan . 

Penyebab lain dari besarnya jumlah selisih antara komersial dan fiskal ini terjadi 

karena perlakuan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku juga menjadi penyebab munculnya selisih antara komersial dan fiskal. 

Dalam melakukan koreksi fiskal setiap penghasilan yang diterima dan 

biaya yang dikeluarkan harus ditelusuri sumber, bukti dan penggunaanya. Setelah 

itu penghasilan dan biaya tersebut disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus selalu mengikuti perubahan peraturan 

perpajakan terbaru sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan 

secara benar. Mengingat adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi secara 

komersial dengan perlakuan akuntansi menurut peraturan perpajakan, maka 

sebaiknya perusahaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang 

tidak hanya mengandalkan laporan keuangan komersial saja. Seharusnya 

perusahaan membuat laporan keuangan fiskal yang sudah melalui tahap koreksi 

fiskal yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan agar dapat dilakukan 

perencanaan pajak yang tepat dan efektif.  
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1. Selama ini PT. Alam Hijau Konsultan  menggunakan metode Net Method 

pada pemotongan PPh 21 penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan 

pajak karena pajak sepenuhnya merupakan beban perusahaan karena jumlah 

PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam 

perhitungan SPT PPh Pasal 21 maka tidak diperbolehkan untuk 

menguranginya dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya deductible. 

Sehingga net method bagi perusahaan merupakan non deductible expense. 

Pada laporan keuangan fiskal biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif 

yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan menjadi lebih 

besar. 

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT. Alam Hijau 

Konsultan yaitu menggunakan metode (Gross up Method) atau ditunjang 

perusahaan. Dalam metode gross up sebenarnya tidak berpengaruh terhadap 

penghasilan yang diterima karyawan (take home pay), tetapi untuk 

penghitungan gross up penghasilan karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh 

yang ditambahkan. Dari segi komersial, kebijakan menerapkan PPh Pasal 21 

secara gross up akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak 

yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun pada saat 

melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (deductible) 

sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan 

mengakibatkan PPh Badan yang terutang akan menjadi kecil. Kenaikan beban 

perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan 

PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan 

penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21 
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sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan. PT. Alam Hijau 

Konsultan  dapat mengefesiensikan PPh pasal 21 sebesar Rp 2.050.632 dari 

perhitungan :  

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak : 50% x Rp 78.0000.000 = Rp 

39.000.000 Gross up : Rp 39.000.000 / 0,95 : Rp 41.052631,58  

Perhitungan PPh 21 Terutang : (5% x : Rp 41.052.631,58) = Rp 2.052.631,58 

Pembulatan : Rp 2.052.632 

2. Premi asuransi kesehatan PT. Alam Hijau Konsultan dibayar oleh karyawan 

sendiri yang selanjutnya diganti perusahaan dalam bentuk natura bukan 

penghasilan karyawan karena hal tersebut tidak boleh dikurangkan dari 

penghasilan bruto. Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT. 

Alam Hijau Konsultan yaitu jika pembayaran premi asuransi kesehatan, 

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa 

dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka :  

a. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya  

b. Bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan 

objek pajak  

Berdasarkan hal tersebut PT. Alam Hijau Konsultan dapat 

mengefesiensikan Biaya BPJS sebesar Rp 6.880.000  

3. Perusahaan mencantumkan akun biaya lain-lain pada tahun 2021-2023, atas 

biaya tersebut perusahaan tidak dapat merinci isi dari biaya lain-lain dan rugi 

lainlain tersebut (tidak memiliki daftar nominatif) oleh karena itu harus 

dilakukan koreksi positif. Alternatif yang dapat dilakukan PT. Alam Hijau 

Konsultan harus membuat daftar nominatif untuk biaya lain–lain agar biaya–
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biaya tersebut tidak dianggap fiktif sehingga bisa dibiayakan oleh perusahaan 

untuk mengurangi penghasilan bruto. Daftar nominatif harus dibuat secara 

lengkap atas setiap transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam SPT Tahunan 

PPh sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986  

4. Pada laporan laba rugi terdapat pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan 

atas jasa giro dimana atas penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak yang 

bersifat final. Seharusnya penghasilan ini harus dikoreksi negatif karena jika 

tidak dikoreksi maka perusahaan akan terkena pajak dua kali (ganda) yaitu 

PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga dan PPh Pasal 17 ayat 1 atas 

wajib pajak badan. Begitu juga untuk biaya pajak atas pendapatan bunga 

tersebut juga harus dikoreksi positif. Hal ini dilakukan agar perusahaan 

terhindar dari sanksi pajak karena melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. 

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dilakukan, kita dapat melihat 

efisiensi dari perencanaan pajak tersebut. Berikut ini perhitungan laba rugi PT. 

Alam Hijau Konsultan sebelum dan sesudah perencanaan pajak (tax planning). 

Tabel 4.10 

PT. ALAM HIJAU KO0NSULTAN 

PERHITUNGAN LABA RUGI SEBELUM DAN SESUDAH TAX 

PLANNING PER 31 DESEMBER 2021 

 
KETERANGAN Sebelum Tax 

Planning  

Perencanaan 

Pajak 

Tax Planning Sesudah 

Koreksi Fiskal  

Pendapatan   2.923.786.500   2.923.786.500 

Total pendapatan usaha  2.923.786.500   2.923.786.500 

Biaya atas pendapatan :            

  Biaya survey 128.115.500  128.115.500 

  Biaya sampling  161.450.000  161.450.000 
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  Biaya uji laboratium 220.606.000  220.606.000 

  Biaya siding 470.000.000  470.000.000 

  Biaya Fotocopy & jilid dokumen  153.350.000  153.350.000 

  Biaya rekomendasi  410.000.000  410.000.000 

  Biaya izin lingkungan  285.000.000  285.000.000 

  Biaya honor penyusunan  290.000.000  290.000.000 

Total biaya atas pendapatan  2.118.522.200  2.118.522.200 

Laba / rugi kotor  805.264.000  805.264.000 

Biaya operasional :    

  Tunjangan transport 246.000.000  246.000.000 

  Insentif  112.000.000  112.000.000 

  Perjalanan dinas  72.350.000  72.350.000 

  Sewa kantor  20.000.000  20.000.000 

  Alat tulis kantor 68.832.600  68.832.600 

  Rumah tangga kantor  38.390.000  38.390.000 

  Penyusutan harta tetap  6.345.000  6.345.000 

  Biaya lain-lain 29.928.131 29.928.131 - 

Total biaya operasional  563.918.250  563.918.250 

Laba / rugi operasi  241.346.050  241.346.050 

Pendapatan dan biaya lain :            

Pendapatan Jasa Giro 1.921.000 1.921.000  

Biaya Pajak Jasa Giro (320.829) 320.829 - 

Biaya Administrasi Bank (1.183.500)  (1.183.500) 

Jumlah Biaya Lain-Lain 416.671  (1.183.500) 

    

Laba / rugi bersih  239.425.030 30.248.960 269.673.990 

       Sumber : Data diolah 2025  

 

Berdasarkan tabel 4.10 peneliti membandingkan perolehan penghasilan 

kena pajak perusahaan sebelum dan setelah perencanaan pajak. Dari 

perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya perencanaan 
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pajak terdapat pengurangan atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar 

Rp.30.248.960. Dengan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan 

maka beban pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan akan berkurang 

pula.  

Sehingga dapat diketahui berapa besarnya efisiensi pajak penghasilan 

yang dihasilkan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dalam 

mengefisienkan pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pajak penghasilan sebelum 

perencanaan pajak Rp 239.425.030 Pajak penghasilan setelah perencanaan 

pajak Rp 269.673.990.  

Tabel 4.11 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN 

PERHITUNGAN LABA RUGI SEBELUM DAN SESUDAH TAX 

PLANNING PER 31 DESEMBER 2022 

 
KETERANGAN Sebelum Tax 

Planning  
Perencanaan 

Pajak 
Tax Planning 

Sesudah 

Koreksi Fiskal  

Pendapatan  3.667.412.500  3.667.412.500 

Total pendapatan usaha 3.667.412.500  3.667.412.500 

Biaya atas pendapatan :    

  Biaya survey 160.144.375  160.144.375 

  Biaya sampling  201.812.500  201.812.500 

  Biaya uji laboratium 275.757.000  275.757.000 

  Biaya siding 587.500.000  587.500.000 

  Biaya Foto coppy & jilid dokumen  191.688.275  191.688.275 

  Biaya rekomendasi  512.500.000  512.500.000 

  Biaya izin lingkungan  356.250.000  356.250.000 

  Biaya honor penyusunan  362.500.000  362.500.000 

Total biaya atas pendapatan  2.648.152.650  2.648.152.650 

Laba / rugi kotor  1.019.259.850  1.019.259.850 



60 
 

 
 

Biaya operasional :    

  Tunjangan transport 287.500.000  287.500.000 

  Insentif  120.000.000  120.000.000 

  Perjalanan dinas  70.420.500  70.420.500 

  Sewa kantor  15.000.000  15.000.000 

  Alat tulis kantor 86.040.750  86.040.750 

  Rumah tangga kantor  47.988.000  47.988.000 

  Penyusutan harta tetap  17.700.000  17.700.000 

  Biaya lain-lain 40.942.990 40.942.990  

Total biaya operasional  644.649.250  644.649.250 

Laba / rugi operasi  374.610.600  374.610.600 

Pendapatan dan biaya lain :            

Pendapatan Jasa Giro 2.402.250 2.402.250  

Biaya Pajak Jasa Giro (513.798) 513.798 - 

Biaya Administrasi Bank (1.390.252)  (1.390.252) 

Jumlah Biaya Lain-Lain 498.200  (1.390.252) 

    

Laba / rugi bersih  372.209.350 41.456.788 413.666.138 

       Sumber : Data diolah tahun 2025 

 

Berdasarkan tabel 4.11 peneliti membandingkan perolehan penghasilan 

kena pajak perusahaan sebelum dan setelah perencanaan pajak. Dari 

perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya perencanaan 

pajak terdapat pengurangan atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar 

Rp.41.456.788. Dengan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan 

maka beban pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan akan berkurang 

pula.  

Sehingga dapat diketahui berapa besarnya efisiensi pajak penghasilan 

yang dihasilkan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dalam 
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mengefisienkan pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pajak penghasilan sebelum 

perencanaan pajak Rp 372.209.350 Pajak penghasilan setelah perencanaan 

pajak Rp 413.666.138. 

Tabel 4.12 

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN  LABA RUGI  

PER 31 DESEMBER 2023 

KETERANGAN Sebelum Tax 

Planning  
Perencanaan 

Pajak 
Tax Planning 

Sesudah Koreksi 

Fiskal  

Pendapatan  178.574.775  178.574.775 

Total pendapatan usaha 178.574.775  178.574.775 

Biaya atas pendapatan :    

  Biaya survey 7.862.650  7.862.650 

  Biaya sampling  9.909.250  9.909.250 

  Biaya uji laboratium 13.669.500  13.669.500 

  Biaya siding 28.860.000  28.860.000 

  Biaya Foto coppy & jilid 

dokumen  

9.672.100  9.672.100 

  Biaya rekomendasi  24.700.000  24.700.000 

  Biaya izin lingkungan  17.160.000  17.160.000 

  Biaya honor penyusunan  18.005.000  18.005.000 

Total biaya atas pendapatan  129.838.500  129.838.500 

Laba / rugi kotor  48.736.275  48.736.275 

Biaya operasional :    

  Tunjangan transport 15.112.500  15.112.500 

  Insentif  2.900.000  2.900.000 

  Perjalanan dinas  4.160.000  4.160.000 

  Sewa kantor  650.000  650.000 

  Alat tulis kantor 3.997.450  3.997.450 

  Rumah tangga kantor  2.145.000  2.145.000 
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  Penyusutan harta tetap  -  - 

  Biaya lain-lain 87.375.353 87.375.353  

Total biaya operasional  28.964.950  28.964.950 

Laba / rugi operasi  19.771.325  19.771.325 

Pendapatan dan biaya lain :            

Pendapatan Jasa Giro 4.204.250 4.204.250  

Biaya Pajak Jasa Giro (923.927) 923.927 - 

Biaya Administrasi Bank (1.890.132)  (1.890.132) 

Jumlah Biaya Lain-Lain 1.390.146  (1.890.132) 

    

Laba / rugi bersih 648.737.828 88.299.280 737.037.108 

       Sumber : Data diolah tahun 2025 

 

4.2. Pembahasan  

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara legal yang biasa 

dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan sebuah penghematan pajak 

dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan 

perpajakan. Perencanaan pajak juga dimulai dengan meyakinkan apakah 

transaksi/fenomena tersebut terkena pajak, jika fenomena tersebut terkena 

pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah 

pajaknya, dan memanfaatkan peluang yang ada dalam Peraturan 

Perpajakan agar beban yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai 

pengurang penghasilan bruto, sehingga penghasilan kena pajaknya dapat 

ditekan serendah mungkin 

Dalam menghitung besarnya pajak terutang PT. Alam Hijau 

Konsultan dengan melakukan koreksi fiskal terjadi perbedaan jumlah 
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Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara perhitungan sebelum koreksi dan 

setelah koreksi.  

Pada laporan laba rugi dengan perencanaan pajak atau tax planning 

dilakukan sama dengan yang dilakukan pada laporan laba rugi tanpa 

perencanaan pajak yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan 

menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya 

sehingga menghasilkan laba bersih yang sudah dikoreksi fiskal. Setelah 

dilakukan koreksi fiskal akan didapat laba kena pajak, kemudian 

selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayarkan dan langkah terakhir 

yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum pajak dengan 

pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak  

Perhitungan laporan keuangan setelah dilakukan perencanaan pajak 

biaya usaha terdiri dari biaya PPh 21 sebesar Rp 2.052.632 dengan metode 

groos up, Biaya BPJS yang diberikan perusahaan dan dianggap 

penghasilan karyawan sebesar Rp 6.880.000, dan Biaya Lain Lain dengan 

daftar nominatif sebesar Rp 18.655.380. Dari perhitungan diatas, PT. Alam 

Hijau Koonsultan  diketahui untuk laba bersih sebelum adanya 

perencanaan pajak (tax planning) tahun 2021 sebesar Rp 239.425.050 

sedangkan untuk laba bersih setelah adanya perencanaan pajak (tax 

planning) sebesar                                   Rp 211.417.919. Dengan demikian, 

sesuai perhitungan badan menurut Undang-Undang jumlah laba yang 

dikenakan pajak turun sebesar Rp 29.928.131. Laba bersih sebelum 

adanya perecanaan pajak  tahun 2022 sebesar Rp 372.209.350 sedangkan 
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untuk laba bersih setelah adanya perencanaan pajak (tax planning) sebesar 

Rp 333.667.610.  

Dengan demikian, sesuai perhitungan badan menurut Undang-

Undang jumlah laba yang dikenakan pajak turun sebesar Rp 40.942.990. 

Laba bersih sebelum adanya perecanaan pajak  tahun 2023 sebesar Rp 

648.737.825 sedangkan untuk laba bersih setelah adanya perencanaan 

pajak (tax planning) sebesar Rp 565.566.722. Dengan demikian, sesuai 

perhitungan badan menurut Undang-Undang jumlah laba yang dikenakan 

pajak turun sebesar Rp 87.375.353 

Pada PT. Alam Hijau Konsultan diharuskan untuk membayar pajak 

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000. Untuk itu 

perusahaan perlu mengadakan perencanaan pajak (tax planning) dengan 

tujuan meminimalkan pajak yang harus dibayar tanpa melanggar Undang-

Undang yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan 

pajak (tax planning) sebagai upaya meminimalisasi beban pajak serta 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan hasil tabel 11, 12, 13 diatas, dalam melakukan 

penerapan perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak 

penghasilan perusahaan. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap 

beban-beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto 

mempunyai dampak terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. 

Dengan menerapkan perencanaan pajak yang tepat maka PT. Alam Hijau 

Konsultan akan mampu meminimalkan beban pajak penghasilan yang 

terutang. Selisih pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkannya 
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perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang diperoleh wajib 

pajak badan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Alam Hijau Konsultan, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. PT. Alam Hijau Konsultan belum melakukan perencanaan pajak secara 

optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak 

menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat 

beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal. Penerapan perencanaan pajak 

yang dapat dilakukan adalah mengganti metode tunjangan PPh 21 dari net 

method menjadi groos up method dengan cara memasukkan biaya BPJS 

sebagai tambahan penghasilan karyawan dan membuat daftar nominatif biaya 

lain-lain yang dapat memberikan efisiensi pembayaran pajak setiap tahunnya, 

bukan hanya pada saat awal dan akhir masa manfaat saja.  

2. Dengan perencanaan pajak (tax planning) tersebut perusahaan dapat 

mengefisiensikan pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan pajak (tax 

planning) PT. Alam Hijau Konsultan membayar pajak penghasilan perusahaan 

sebesar Rp. 241.346.050 sedangkan setelah perencanaan pajak menjadi Rp. 

211.417.919 untuk tahun 2021, sebesar Rp. 374.610.600  sedangkan setelsah 

perencanaan menjadi 333.667.610 untuk tahun 2022, sebesar Rp 652.942.075, 

sedangkan setelah perencanaan pajak (tax planning) menjadi sebesar Rp 

565.566.722. selisih efisiensi yang di dapat Rp 87.375.353 untuk tahun 2023.   
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5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian  

yang dilakukan masih terdapat keterbatasan, sehingga masih banyak yang 

perlu diperbaiki dan perlu diperhatikan lagi untuk penelitian selanjutnya. Adapun 

saran yang perlu dipertimbangkan guna penelitian lebih baik lagi, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan agar dapat mengefisienkan beban pajak sebaiknya 

perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang lebih optimal dalam 

menentukan besarnya pajak penghasilan, biaya-biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dapat disertai dengan bukti-bukti yang sah sehingga biaya yang 

telah dikeluarkan oleh perusahaan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto 

dan lebih menghemat pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan harus dapat 

memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik sehingga dapat 

meminimalkan koreksi fiskal yang terjadi pada kewajiban perpajakan.  

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan penelitian dengan 

menganalisa perencanaan pajak atas beban-beban lainnya yang dapat 

menghemat beban PPh badan. 
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